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T E N TARag
» SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS ENDAPATAN

~ DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT PEMALANG
" DENGAN RAI-II\EAT*‘-TUHAN"YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH. TIIGKAT 11 PRNALANG

~Menimbang - % ae 'bahwa. clen.g s@mak:.n meningkatnya usaha
P pembangtman Dzcrah, yang merupakan salah
satu tugas pokok. Pemerintah Daersh se -
bagai pemm;ludznﬂani kegiatannya mermju
»" kearah otonomi ‘yang dinarru.s, nyata dane
) berbanggung Jawaby perlu dilakukan pe -
nyesuaian usahs. pempukarr dans guna mem
- blayai pembangman ﬂm\aksu
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Mengingat :

be

( 2:)

bahwa untuk kepentingan Pembinaan dan Peng=
awasan Tehnis Pelaksanaan Pungutan Dacrsh e
perlu diwujudkan dan dikembangkan hubungan
fungsional Dinas Daersh Tingkat IT dan Da~

- erah Tingkat I g

Ce

bahwa berhubung dengan itu dalam rangka pe-
ningkatan daya guna dan hasil guns Dinas -
Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Pemalang sebagai aparat pemupukan Penda~
patan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I —
Pemalang maka perlu ditetapkan Susunan Or -

~ganisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Da~

* erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang -

1.

tersebu:b dalam Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 termtang — &

; ‘.;_Pokplrc-‘?okok Pemerintahan di Daerah 3
;26

Undang-undang:Nomor 13 Tahun 1950 tertange

- Pembentukan Daerah Kabupaten se Jawa Tengsh .

e

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 -
Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerine

- %ah Daerah dan Wilayah 3

4o

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 -
Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Da~

. erah %

5

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUFD.
7/?;39—26 tentang Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I 3

6. Edaran Menteri ssescese (3)

*
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6o Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUED-
1/36/17 “icntang Penegasan terhadap Fung-
- sl Dinas Pendapatan Daerzh 3

: _ - To Kepubusan Menteri Dalam Negeri Nomor -
Goat st 0T KUPDeT/12/47-101 Yentang Susunan Orga:i.
o sasi dan Tatakerja Dinas Pendapabtan Dae-
. 1o vali-Kabupaten/Kotamadyn Dacrah Tingkat TI

8¢ Keputusan Gubermir Kepala Daersh Tingkat
- T Jaws Tengs4 Nomor OP+194/1979 tanggal~
12 Juli 1979 terftang Pedoman Susunsn Ore
genisasl dan Tabakerja Dinas Pendapatan~
Daersh Kahupaten/Kobamadya Daersh Ting -

kat II di Jawa Tengake

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja ke I Dinss Pendapatan Da-
~ erah Tingkat IT se Jawa Tengah dan se Dac ~
rah Istimewa Yozyakarta tansgal 16 s/d 18 -
. ~ Januari 1979 di Bandungan™,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Paerah Ka -
bupaten Daerah Tingkat IT Pemalang . Sp
MEMUTUSKATY:

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT -
IT PEMALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN-
TAT/KERJA DINAS PENDAPATAN DARRAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT IT PEMALANG o +

. BAB I
KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Da,la]n Pera‘bu.ran scosce (4)
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Dalam Peraturan Daeral ini yang dimaksud dengan

ae Pemerintah Daerah 2dalah Pemerintah Kabupaten Do
erah Tingkat II Pemalang

be Bupati Kepala Daerah adalah: Bupati Kepala Daersh Ting
Kot II Pemalang .

Ce Dinas Pendapatan Daerah adalsh : Dinas Pendapatan Do
erah Kabupaten Daerah -
Tingkat IT Pemalang .

BALAB IT
KEDU]IIKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pagal 2

(1) Dinas Pendapatan Daerah adalsh wunsur pelaksana Pee
- merintah Daergh , *

(2) .D:.nas Pendapaten Daerah dipimpin oleh seorang Kepam
- 1a Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawabe
kepada Bupati Kep=la Daerah , :

o4 Pasal 3
(1) + Dinas Pendapatan Dacrah mempunyai tugas i<

aes melaksanakan secalsa usaha dan kegiatan pemungutany—

pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daersh ko da =

lam Eas Daerah secars maximum, baik terhadap sumber

Pendapatan Daerzh yang ada maupun dengan penggalian

sumber-sumber Pendapatan Daersh Yang baru berdasar-

kan kebi jaksanaan yang ditetepkan oleh Bupati Kepa~-

la Dacrah dan atsu Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ,

be mengadakan ........(5) "
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be

DALY e

-\ll

(5)

mngadakan penelitian dan mengevaluir tata cara
pemungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungu-
tan laimnya yang telah ada, baik pungutan-pungus
tan yang diadakan oleh Pemepintah Daerah’sepan-

jang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun

pungutan—pmgutan dari Pemerintah Pusat yang te
lah-‘diserahkan kepada Daerah, guna menciptakan~-

dan-atau mencari sistimesistim yang lebih berda-
ya Funa dan berhasil guna }

Ce memiimpin dan mengkoordinir selurvl ussha pungu~

tan daft pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan
baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat mau-
- pun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah 3

" d. pelaksanaaa tehnis a, b dan c_atas pembinaan -

‘bimbingan dan petunjuk Dinas Pondapatan Daearah
Progimi Dagrah Tingkat I Jawa Tengah »

(2). Selain ‘tugas—tugas pokok dimaksud dalam ayat (1)

R 51

r:-\c. membuat rancanzan~rancangan dan progcam-prb—

--sub; a. 3/& d pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah.
G, bei%auaﬁ.ban pula. melakukan tugas-tugas lainnyas

__,,,a.., mngﬂmti perkembangan kedaan secara teruse -

“fienerus dan memperhatikan akibat atan penga=
mh-pengaruh dari kedaan 1'tu -berhad.ap pelak—
sanaan tugas pokok j :

b. mengmp;lm, mensgistimatisasikan da.n menge-
lola data=~data dan bahan~bahan mengenai atau
yang berhubungan dengan pelaksana.an tugas -~

. pokok 3 -

~ gram yang diperlukan bagi penyelenggaraan -
tugas pokok § - .

de membuat perkiraan ...
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de membuat perkiresan kedann dan memberi saran-saran atau
pertimbangan~pertimbengan tepat pada waktunya kepada-
Bupati Kepala Daerah sebagai bahan guna menetspkan ke
bijalcsanaan dan atau mPngem'bil keputusan 3

6e Memberi saren—saran dan pendapat kepads Bupati Kepala
Daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya punguban—
'p\m.gu‘tan Deerah yang bermacem-macam itu

f;_ mengolah keb:.:jaksa.naam Gentang Pendapatan Daerah yang
- ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

g; menyusun rencangan Pendapatan Deersh untuk bahan~ba,
hen penyusunan RAPBD, serta Anggaran Belan;;a. Rotin -
. dan Pembangunan Dinas Pend.epc;ban Daerah § -

h; mempersiapkan ketemtuan-ketentuan pelak‘sanaan dan a -
- ‘tau kebi jeksanaan divideng pungutan~punguten Daerzh

ie mempersiapkan materi rancengan Peraturan-peraturan - ®
- Daerah dibidang Pend-patan Daerah ;

j. menyusun laporen mencenai segala kegiatan dalam ling-
hmgan Dinas. Pendapatzn Deerzh :

Pasal 4

Untuk mnyelenggarakan tubc,s pokok tersebut pada pasal

3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pend.apa'ban Daerah mempu-

H;Y‘al Pungsi :

aes Perencansan yang meliputi segala usaha dan kegiatan
untuk merencanakan, ncnpergigpkan, mengolah menelash
- penyusunan kebi jaks=nacn tehn:.s serta Program Kerja

be Pelaksanaan yang meliputi se@lc. usaha dan kegiatan
- untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan Pen~
. dapatan Deerzh 3
- SOV : e »

Ce Ketate~usahaan eeeveeeoe( 7)
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ce Ketata~usshann yang meliputi segale useha dan kegi -
atan dibidang tate uszha umumy Kepegewaian, Perleng—
- kapan dan Keuangen j

de Koordinsesi yang meliputi segala usaha dan ktag:.atan-
guna, memz;jtﬂkan kesatuen dan keserasian gerak yang -
: 'ber}:nxbungendengan Peningkatan Pendapatan Daerah j

ee Pengawasan yang meliputi segala usaha don kegiatan -
untuk meleksanakan pengawWasan tehnis atau pelaksana~
an tugas pokoknya scsual dengan kebi jaksanaan yang -
ditetapkan oleh Bupzii Kepala Daerah serta Peraturan o

Perundangen yiang berlaku .

BAB III
ORGANISASI
. Jagian Pertama
Susunan Organisasi
_ Pasal 5
(1). Dines Pendnpepan Docreh tordiri derd
aes Sub Bagian Taba Uscha j
b o Seksi Pajc.k $7 ¢
¢ . Seksi Batr.i.busi 3

S o I

d . Sekﬂ.lpeda: o B
o.SeksiPEmd_patanJain-lej_n; .

£ . Seksi Ferencanaan, Pengam.san, Penelitian dan Pe —
ngembangen 3

g.. Unit Peloksanan Tchnis Dinas »

(2). Sub Ba@'.an 0000-10000(8)
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( 8)

s " »

(2) « Sub Begian Tata Uschs terdiri diri 4 urusan, dan
masing-masing seksi terdiri sebanyak-banyaknys 3

2 4 . Sub Seksi . . }

(3). Bub Bagian Tata Ussha, Seksi dan Unit Pelaksanaan
Tehnis Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang-
Kepala yang berada dibawsh dan bertanggung jawab-
kepada Kepala Dma.s Pendapatan Daerah

830n \‘ h L.”-‘O__’- _'Kedua
Sub Bagian Taba Usaha
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha menpunyai tuges menyiapkan urusan

surat menyurat, urusan d=lam, peng lolaan kepegawaian -

pengelolean keuaigshy penjusunan perencansan serta pera

turan perundeng-undangan ,

»

Loow Paszl 7

‘Untuk menyelenggerakan tugns tersebut pada pesal 6 Pe —

raturan Doerah ini, Sub 3agidn dista Ussha mempunyai fung-
. 5.‘ &

ao Mmelaksanakan sursd menyurat J kearsipan, perjalanan Di-
- nas dan urusan rumsh ftangga, humes dan protokol 3

be menyiapkan penyusunan ren:cana dan program ketatalaksa—
:  naan Dinas Pendapatan Disrah ‘serta menyusun lzporang

BT L e meleksanakan pengeloloan kepegawaian 3 ‘

de meleksanakan pe ngelolaan keuangan 3

ec menyusun statistlik dan dokumentasi t¥entang hasil po—
laksansan tugas 3 *

Tomeleksenaken eesesscacea( 9 ) »
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£. melaksanakan pengadaiin barang, pemeliharasn inven-
taris, pengaturan pc nggunaan kendaracn dinas serta
perlengikapan . i
Pasal 8
(). Sub Begien Tata Usclio terdiri dari :
a. Urusan Umum 3§
be Urusan Kepegawaian j
ce. Urusen Keua.nga.n : o ;
de Urusen Peralatan dan Porbekalan .

(2) » Masing-mosing Urusen sebagai dimeksud dalam ayat
(1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepale yang-—
berada dibawsh dan bertanggung jawab kepada Kepa--

1o Sub Begian Tata Usaha o
Pasal 9
Urusan Umum mempunyai tucas melaksanaken‘urusan arsipe—

expedisi, rumah. ta.ngga, perjelanan dinasy, humas dan -
protokol . h

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas me laksanakan pe -
ngelolaan Kepcgawaian .

Pasal 11
Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran

pembiayaan, pengelolaan dan pertanggung jeweban keu -
angane

Pasal 12 Truean sceess ses (10)
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P?«Sal 12

. Urusan. Peralatan dan perbelmlanmmptmyai tuges melaksa~

nekan pengadacn barang, pemelihsrasn invenbtaris Dinas -

dan pengaturan penggunsan kendaraan Dinas serta perlenge
kapan. o

Bagian Ketiga ‘
Seksi Pajak
Ea&*a.l A3 .

Seksi Pajak mempunyad. turns melaksanskan punguten Pajoke
“membuat perhitungan realisasi dan menyiapkan target penc-
C&dmazn pajak seria melaksansken kb@gistan intensifikasi —
den ekbensifikasi pinguten pajak .

Pasel . 14

Untuk menyelenggarakan tugns tersebub pada pasal 13 Pom
raturan Daerah iIni, seksi Pajek mempunyal fungsi s

ao melaksanzkan kegiatan pungutan pajak Daerah dan me =

¥

- Nyilapkan targetering §
bo melaksanakan pembukuan den leporen realisasi ;awesding-
an dan tunggakan pajelc-pz jek Daerah ;
Ca melaksanakan urusan penyelessian sengketa pajak 3

do melaksanakan pengurusen toba usaha dalam lingkungan—
- seksi pajak j

¢ molaksanaken tugas lain yang diberikan oleh Kepala~
~Dinas sesuai. dengan bidang tugasnya o

P&Sa.l 15 I--'ooa--o.(ll)a
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Pasal 15

(1) « Seksi Pajak terdiri dardi :
as Sub Seksi Dinas Luar ;
be Sub Seksi Penetapan 3 ¢
Ce Sub Scksi Perencanaan Penerimaan dan Penagihe
(2) « Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimeksud dalam -
ayat (1) pasal ini masingepasing dipimpin oleh -
seorang Kepala yans '®rada dibawah dan bertang -
gung jowab kepada Kepala Seksi Pajak
 “'Pagal 16 |

Sub Seksi Dines Luar mempunyai tugas mengumpulkan das
ta, mensistimatisasikon dan rengolsh data serka bohan
bahan dan pelaksanaan pungutan Pajak e

Pasal 17

Sub Seksi Penctapan mempunyai tugas menyusun daftar -
obyek dan subyek pajak scrta mengadakan perhitungan -~
dan: pemeriksaan perhitungan penctapan pajake

Pasal 18

Sub :S'elmi Perencanaan Fenerimaan dan Penagihan mempue
nyal tugas mempersiapken, mengolah dan menyusun ren =
Cana penerimaan dan penagihan pajek o . '

Bagi an Keempat
Seksi Retribusi -

Pasal 19

Seksi Retribusi eeesse.s(12)
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Seksi Retribusi mempunyni tugas melaksanzkan pengurusan
Tata Usaha pungutan Retribusi membuat perhitungan reg -
lisasi dan menyiapkan target penerimazn retribusi serta
melaksanakan kegiatan intensifikesi dan ekstensifikagi-
pungutan retribusi . , ;

Pagal ., 20

Untuk nbnyelengéaz-alcan' tugas-tersebut pada pasal 19 Pe
‘raburan Daerah ini, seksi retribusi mempunyai Pungsi s

as menyelenggarakan pengurusan tata ussha seksi :
be melakukan kerjn sams dengan Dinas-dinas lain yang —
- bersangkutan’ dengan pungutan retribusi j :
Ce mombuat pe rhitungan dan pemeriksaan perhitungan ser-
_ - ‘%a pometapan pungutan ; , ;
~ de menyelenggarakan pembukuan, dan membuat dafbar obyek
- dan subyek pu.;agutm,; ‘
@+ melakukan penagihan, menyusun daftar tunggakan dan -
- pembayaran retribusi ;

f. melaksanakan tugas lain yeng diberikan oleh Kepala~

Pasal 21
(1)« Seksi Retribusi terdiri daxd :
ae Sub Seksi Tata Usahs
be Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan. ;
c. Sub Seksi Pembukuan dan. Penerimaan 3

(2)e Sub Seksi ...........(13);
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(2) Sub Seksi~ Sub Seksi sebagaimana dimekstd dalam—
' ayat (1) pesal ini, masing-masing dipimpin oleh
saorang Kepala yang berada dibawah dan bertang—

gung Jawab kepada Kepa_l,q.l Seksi Retribusi »

y

Pasal 22

Sub Seksi Tata Usaha mmpu.txyai tugas melaksanakan ta
ta Usaha seksi .«

B
Pasal 23
Sub Seksi Perhitungan dan Pene‘teq:an 'memp'un;va:. tagas
membusd perhitungen dan pemeriksaah perh:.tmgan 8T
. %a penetapan pungutan .

Pasal 24 i

Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan mw.i tugas-
melaksanakan pembukuan membuet daftar obyek dan st~
byek pangutan serta meloksan akan tagihan o

W

Bagian Kelims,
Seksi IPEDA
Pasal 25

Seksi Ipeda mempunyai tugas melaksanskan pengurusan
tzta usaha selksi penagihan dan menyelenggaakan pem —
buknan perhitungan pendapatan

Pasal 26

P

Untuk mengpe le nggarakan fugas tersebut pada pasal 25
feratnran Dagrah ini, Selsi Ipeda mempunyad fungsi @

¢ melaksanskan asssesisaii il
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B melaksanakan tata usaha seksi j

b; melakukan penagihan j

c. melaksanakan pembukuan dan menyusun laporan rea-
- lisasi pungutan Iuran Pemba.ngtman Daerah (IPEDA);

de melaksanakan tugas-tugas lain yang diberiken oleh
Kepala Dinas

Pasz1 27

(1) «Seksi Iuran Pembangunzn Daerah terdiri dari :
ae Sub Seksi Tata Usaha §
e Sub Seksi Penagihan 3
¢o Sub Seksi Pembukuen Perhitungan Pendapatan - :
(2) Sub Seksi Sub Seksi sebegaimana dimaksud dalam - -
pasal ini masing-masing: c'.':l.ps.mpm oleh seorang
Kepala yang berada dlb'*l-!ah dan bertanggung ja-

wab kepada Kepala Seksi f‘uran Pemba.ngunan Dae- .
rah o -

Pasal 28

Sub Seksi Tata Usaha mempuaysi tugas melaksanakan
pengurusan tata usaha Seksi

Pasal 29

Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksana.ka.n - L
penagihan sesuai dengan peraturan penmdang—\mdang e
an yang berlaku , o

. Pasal 30 * o
Sub Seksi Pembulkuan Perhltu.nga.n Pendapata.n mempu- : T g

L m&ﬂit%w ‘@osmpen --(15)
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(.35 )

nyed tugas melaksansken pembulcuan dan melaksanaken
rungutan Turan Pembangunan Daerah .

_ BagimA Keenam
‘Seksi Pendapaten Lain-lain o

Pasa.l 31

Seksi Pendapatan Lein-lain mempunyai tugas me—~
laksanakan tata uscha sckei, membuat perhitungan -
dan melakukan pémeriksesn perhitungan serta pene -

* tapan pungutan . P S

Pasal 32
Unfuk menyelenggeraltan tugas tersebut pada pasal
31 Peraturan Daerch ini, Scksi Pendapatan Lainelain
mempunyei fungsi :
ae melaksanakan Tata Usahe Seksi j

b membuat perhifungan dan melakukan pemeriksaan per-
- - hitungan serta penetapsn pungutan g

Co mengadakan kerja samn d.ehga’zfi)ina's-dinas/lembaga
dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksoe
- nakan pungutan pendapatan daerah lainny=

do melaksanakan fugas lninngs yang diberiken oleh -
' Kepala. Dinas K )
_ : - Pasal 33
(1) Seksi Pendapaten Lein-lain terdiri dari :
2+ Sub Seksi Tata Usaha § :
be Sub Seksi Perhitungan Penerimaan o

(2) o Sub Seksi vuose..(16)
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-
(2)+ Sub Scksi-Sub Soksi sebagaimana dimaksud dar
lom ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin
oleh seoran: Kepala yang berada dibawzh dan ~
. cbertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penda—
‘patan Lain-lain ¢

Pagal 34

Sub Scksi Tota Usaha mempunyai tugas melak -
sanakan fata uschn Sckesi o -

o . .. . . FPasal 35

By S Sub Scksi Perhitungan Ponerimasn mempunyad, -
<X tuges membuat perhitungen dan melakukan pemerik -
saan perhitungan sorta penctapan pungutan ,

Bagi~n . Ketujuh

SekaiaiPefencmran, Pengawasan, Penelitian +
dan Pengembangan

Pasel 36
Selsi Percncanacn, Pengawasan, Penelitian dan
Pengembangan mempunyai tugas menyusun rencans don
program kedn mer;iapkan nasksh roncengan peraturan
dan menghimpun per~turan perundengan yang berhubu-~
ngan tugas Dinas Pendopatan Daerah, mengadakan pe-
ngawasan serta vrenilitian dan pengembangan tehnis
- AMdministrasi Scksi-seksi .

Pagal- 37. _
Untuk menyelcnggarakan tugas tersebut pada -
pasal 36 Peratur-n Dagrah ini, Seksi Percncanaen

Pcngmasan...._............( 17)
»
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;
i.n 7 T Ssmgy g s

-Pehéaﬁaéﬁ; PencITtIsd don Péﬁg'é;nbmgan mempunyai -
fungsi ¢

ae mengumpulkan den mensistimatisesiken dats serta~
- mengurus rencens den progrem kerje

be menyiapke.i naskeh rencann Peraturen dan menghim-
- pun perazvuran perundangen yang berlaku $

Ce mergevaluasi hasil pekerien Seksi-seksi. j

d, meigendaliken don mengu:!. pelaksansan pembayaran
aas tunggaken~tunggal-~: yang berhubungen dengen
tugas Seksi-seksi berd-carkan peraturan perundang
unangan yang-berloku ;. B

e m.ickukan uszhe~uscha .onelitlan dan pengerbangan
¢.lbideng tehnis punguion yang berhuungan dangan
“uges Seksi-seksi ;

£, releksanaken tugas-ivoas lain yang diberiken o=
.eh Kepala Dinas, S

Pagal, 33

(1) « Yeksi Perencancan, terganasan, Penelitisn dan -
- rengembangan towdiri & 4 s

ae St's Seksi Perencensr: |

be Su. Seksi Pengewasan j

Ce Sub 3eksi Penelitian dan Pengembengen tchnis -
- Adminiztrasi o oot

(2) « Sub Seksi~Sub Sekel schagaimans dimelsud pada -
pasal ini mesing-mosing dipimpin olch seorang -
Kepela yang berads dibawah dan bertanggung jo =
wab kepade Kepala Selsi Perencansan, Pengawasan,
Penelitian dan Pengenbangan .

Prsal 39 ooo.oo-oo.( 18)
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Pesel 39

Sub Seksi Perencanacn mempunyai tugas mengum—
pulkan dan mensistimatisasikan data serta menyu -
sun rencana dan program kerja pungutan Dinas Pen-
dapatan, menyiopken nasksh rancangan peratursn dan
menghimpun porcturan~perautan yang berlaku serts —
menjusun naskah loporan .

Pasal 40
Sub Seksi Pengowasan mempunyai tugas mengeve~
luasimengendaliknn dan menguji hasil peker jeen ¢
serta pelaksan~on pembayaran tunggakan-tunggokan-~
Yeng berbubung-n dengan tugas Scksi-scksi .

Pasal 41
Sub Seksi Fenelitian dan Pengembengan Tehnis—®
Administresi mempunyei tuges melaksanakan uscha -
useha penelition dan pengembangan dibidang tehnis -
pungutan yang terhubungen dengan tugas Seksi-seksi.

Bagian Kedelapan
Unit Peloksans Tehnis Dinag

Pasel 42

(1) « Bupati Kepalx Daerah dapat membentuk Unit Po~
laksana Tehnis Dinas sebegai unsur penun jong—
sebegian tu;as Dinas Pendapatan Daerah yong =
meliputi s=tu atan beberaps, Wilaysh Kecamzton,

(2) « Pembentuken Unit Pelaksana Tehnis Dinos tersc—
but dalam ayat (1) pasel ini berpedoman pada
Keputusen Meateri Dalam Negeri . -

BA.B Iv 09-0000(19)
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BAB IV
TATA~KXKERUJA

P:.-Sc.«l 43

Kepala Dinas Pendppatan Daerah dalam me laksanzkan
tugasnya berdasarkan kcbi joksanaan yang ditetapken -
oleh Bupati Kepala Daerzh .

Pasal 44

_ Dalam melaksanakan tugasnys Kepala Dinas Pendapat-
an Daerah, Kepala Sub Dagizn dan bara KePala'Seksi -
wa jib menerapkzn prinsip koordinasi, integrasi, sin-
kronisasi sccara vertiksl den horisontal baik delam—
lingkungan mesing-masing mcupun anters sztuan Organi-
sasi dalam lingkungan Pemerintah -di Daerah scrtz de-
ngan instamsi lain sesuai dengan tuges masing-masing.

Pasal 45

(1) » Setiap pimpinan sstusn Organisasi dalam lingku-
ngan Dinas Pendepatan Deemah bertangeung jawab-—
memimpin dan mengkoordinasikan bawahennys masing—
masing dan memberikan pctun juk-petunjuk begi pe-
laksanaan tugas bewehonnys

(2) « Setipp pimpinan satusn Organisasi wajib mengikue~
ti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertang —
gung Jjewab kepade atasan mesing-mesing dan me -
rwanmaﬂmr},“.l.pporwn berknla tepat pada Wald;unyae

(3) e Setiap laporan yeng diferime pimpinan eatosn Ore
ganisasi bawshen wajid ‘diolah den dipergunaken -

scebhagai bahan penyusunsn lebih lenjut unfuk meme
berikan petunjuk~pctunjuk kepada bawzhane

Pesal 45 sisseenasl20)
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Pas2l 46

Para Kepala Scksi pada Dinas Pendapatan Daerah-
menyempeikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepalo~
Sub Begian Tate Usahe menyusun laporan~laporsn ber -
kala Kepala Dinss . :

Pagal 47

Dalem melaksonakan fugasnys sctiap pimpinen sz -
. Puan Organisasi dibantu oleh pimpinan satuan Organi-
" 7 sasi bawshannye d-n dalam rengka poriberizn- bhimbing-
 an kopada bawshannye mesing-masing mongadskan vepat-
berkalne
Pasal 48

Dengan susunan Orgenisaesi Dines Pendapafé’;n Dee —
reh sebegaimans tersebut dalam lampiran Peraturan -
Daerah ini : +

34B V _
KETENTUAN LAY - LAIN
Pasel 49
Jenjeng jabatan den hepangkatén sertz susunon -
Kepegewaian diztur kemudizn sesuni dex;g:an peraturan~
perundengan yang herlakn . o
Pasal 50

(1) » Kepala Dinos Pondepaten Daersh diangkat den di
berhentikan olch Bupzti Kepala Daerch, setelah-
berkonsultosi dengen Gubermur Kepels Dacrsh .

(2) «Jabatan .-.......(21)
k]
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(2) ¢ Jabotan Kepald Dinas Pendepetan Deorsh tidak — -
bisa direngkap . .

(3) « Kepala Sub Begian, Kepala Scksi, Kepala Sub -
" Seksi dan'Kepala Unit Pelakaama Tehnis Dinas~
_ diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala—
" Dacrzh a.'l:‘.s usul Kepala Dines Pendapa.tzm Doe—
r2h .

BAB VI
PENUTUP

s 51

(1) « Dines Pendapotan Daersh yeng telsh dibentuk-
sebelum berlokunyr. Peraturah ini dinyatakan-
terbentuk’ berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) « Hal-hal yang belum culup dictur dalam Pers =
turan Daerzh ini, pengaturan lebih lanjut di
sere.hkan kepada Bupati Kepala Daerzh .

Pasal 52

Dengan berlakunys Peroturen Dasrah ini meka -
Surat Keputusan Bupati Keprla Deersh Tingkat IT -
Pemalang tanggel 1 Pebrueri 1969 Nomor :5/UP/1969-
tentang Susunan Orgaisasi dan Tete Kerja Dinas -
Pendepatan Daerah dan ketentuan lainnyn yang ber—
tentangan dengen Porwturan Dc.erg,h ini dinyatakan-
tidak berlaku logie - ‘

Pasal 53

Pasa-l 53 0000530(22)
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Pasal 53
Peraturan Daerzh ini mulai berlaku sejak tanggal -
diundangkan .
Pemalang, 3 NOPEMBER 1979
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH II PEMALA NG ,
TINGKAT II PEMALANG , : . e L
KETUA o ttde o
ttde |
( MOCH. SAMINGOEN ) ~ ( He_JOESCEF ACHMADI )

Peraturan Daerzh ini telah disahkan oleh :
Gubermir Kepala Daeygh: Tingkat I -Jawa Tengsh de-g
ngan Surat Keputu.u.nl'bﬂ.nbgal $ al-ﬂé" 1980
- Nomor : 188e3/102/19 - o wc B

ter

4

D:.umiangkan el
Pada. ‘!:a.nggal = Jum. 1980
Sekretaris W:.layah/Daere.h

ttde

( Drs. SAMHURT ABDUL GHANI )
NIP. 010 053 037

Dimaat dalam Leﬂbm Daarzﬂl Kampaten
Daerah Tingkat II. Pemalam,._Seri a&"l .

-
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DAERAH TINGKAT II PEMALANG , W , e o g
: |  sUB BAGIAN _,
LAMPIRAN PERATURAN DANRAH f s St i & Ei Usamh
KABUPATEN DAFRAH TINGKAT II PEMALLNG ! &
NOMOR : 9 TAHUN 1979 m T G B e
. ' URUSAN | URUSaN ! USAN i URUSAN
TUNGGAL s NOPEMBER | . UROSAN URUSAN
NGGL 3 1979 : UKUMN . _u KEPEGAWATAN =, PERALATAN DAN | KEUANGAN .
R [ _ - | PIRBEKALAN
’ ; ) . i PRy ; O I - : i . S e LSRR S e i g TR SRR &
S SN | | .0 f
mmNmH N SEKSI + SEKSI M ‘ SEXKSI _ SEKSI
| ; i i PERENCANALN PENGAASAN
PLIALK RETRIBUSI .“ I PEDL, h PENDAPATAN LAIN LAIN | DIN LIDBANG !
> e ] R - - :..M _, : B 4 .....11.... —— w e -
| b Al e ;i - S |
5B smKSI SUB SEKST | ~{ | suB sEksI ¢ SUB SEKST | " sUB SEksI |
s > H = . B SEKSI
_, DINAS LULR u TATA USiHL i TATL USLIL TATA VSAHA i PERENGANA AN _
; - x i : _ : |
N SUB SEK M O W TR o ub!lm%!maan m “"SUBSEKSI (' 'SUBSEKSI
| ! : ERHITUNGAN PE.' :
| PENET/PLN _ | PENETLPAN _ Y PENAGIH/N NERTMA; w, m..u ! PENGAWASAN
RS T U ! . S o m ,
ea o N M . o ool i orneod L e T e T
N SUB SEKSI SUB SEKSI ﬁ © 7 77SUBTSEKSI e ?m&%
+ PERENCAIU.LN, PENERT PEMBUKUAN DiN | . L PEMBUKU/AN PERHI LETRANG TEHNIS
MALN & HugbmHmbz PENERIMA LN ; TUNGAN PENDAPA ADMINISTRASI
r?...r: e J—— ! _ _w
H ﬁ ..
. UNIT PELGKSANA "

TEHNIS DINAS ,
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDA-
PATAN DAERAH KABUPATEN DAERA H TINGKAT II PE -
MALANG o

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia =
Nomor 32 Tahun 1956, Undang=undang Republik Indonce
sia Nomor 1 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Noe
0, mor 3 Tahun 1957. Dines Pendapatan Daerah Kabupaten
© " Daerah Tingkat II Pemalang diserahi kekuasean, tu -
© - gas dan tanggung jawab mengenai urusan-urngan

1. Pajek Daerah H
" 24 Retribusi Daerch
* " 3, Pendapatan Negara yon: disershkan Daerah 3

"4 Hasil Perusshasn Dacrah dan scterusnya menyesu~
aikan dengan ketentuan-ketemtuan peraturan per-
undang-undangen yans berlaku e

A Sebagai realisasi dari penyerahan urusan ter-

- sebut diatas, make bercasarkan Surat Keputusan Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat IT Pemalang tanggal 1 -
Pebruari 1969 Nomor : 5/UP/1969 dibemtuk Dinas Pene
dapaten Dacrah Kabupaten Daereh Tingkat IT Pemzlang,

Dengan adanya eceosesee
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Tengan adanya. berubshan-perubahen Strukbur Pemerine
wah Deersh Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang maka di-
adakan pula perubahan mengenai Struktur Organisasi Dinas
Pendapatan Daerach,

Untuk lebin meningkatkan kelancaran dan pengembengar
penyelenggaraan pemcrintahan dan pembangunan scecars ber -
deya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut -
bidang Pendapatan Dzcran di Kalupaten Dacrah Tingkat II
Pemalang meka perlu mcninjeu don menetapkan kembali Su -
sunan Organisasi den Tabakerja Dinas Pendapatan Deerazh —
Kabupaten Daerah Tingkst II Peralang

Untuk maksud terscbut dlatas maka sesuad dengan Pa-
sel 49 ayat (2) Undeng-undang lomor 5 Talun 1974 jooKc -~
putusan lMenteri Dalam Negeri Nemor 363 Tahun 1977, mokn
dipandang perlu mengundangkan Susunan Organisasi dan To~
takerjo Dinas Pendapstan Dacrah Kebupaton Dacrah Tingkat

- II Pemalang dalam Perziuran Decrah .

IT;

PENJELASAN PASAT, DEMI DASAL s

: ¢
Pasal X ¢ Cukup jelas

Pasal 2 ¢ Pendapatan Daerah adelah semue Pene

s depaten Dacrah yang menjedi wewenang
Daereh Tingkat II yeriz berups hasil
pajek Daerahy hasil Retribusi Daerah
hnsil Perusehaan Dacrzh dan loin-la-
in usaha Daerah yang sah.

Pasal- 3 dan 4 Eukup Jelas: o

Pagsal 5 3 Susunan Orgenisasi ini adalsh Pencer
: | - minan deri pembegian (Deferensiasi )
tugas~tugas sesuai dengan urusan-
urusan yeng disershkan Pemerintah
Pusal kepada Daersh. -

i
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Pasal 6 s/d 41 : Cukup Jelas 3
Pasal 42 ¢ Cukup Jelas

Cukup Jelas .

Pada prinsipnys Jabatan Kepala
Dinas Pendapatan Daerah adalah
Jabatan Imrier; Disamping itu
karcna Dinas Pendapatan Daerah
adalah aparat Daersh, maka
pengisian Jabatan tersebut
divtamakan kepads Pegawai Da-
Y erzh .

Pasal 43 s/d 48
Pasal 49 ayat (2)

1]

Pasal 50 s/d 53 : Cukup Jelas .

> N/ -



